
d. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat 
Nomor 061.1/0317/0R-A tanggal 29 Januari 2018, perihal 
Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di 
lingk~ngan Pemerint~ Kabupa_len Sintang, Unit Pelaksana 
Teknis Sanggar Kegiatan Belajar dapat dibentuk cteng·:m 
klasifikasi A; · c 

c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan 
Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati 
Sintang Nomor 15 Tahun 2017 ten tang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 
profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam 
menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat di 
bidang Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, 
maka perlu diatur dalam suatu Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan 
Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sin tang; 

a. bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 41 ayat ( 1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat 
Daerah, dinyatakan bahwa pada dinas daerah 
kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas 
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

?ERATURAN BUPATI SINTANG 
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TENT ANG 
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BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



MEMT T'T'T T~U A l\T 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
t:-ntang Pe11;_bentukan clan Su surian Perangkat Daerah 
Kabupatcn Sintang Il.emburan Dacrah Kabupaten Sint 
Tahun 20 l~ Nomor 7, Tambahan Lembaran Dae~ 
Kabupatcn Smtang Nomor 7); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pera . .ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 
tent~ng. ~ectoman Al.ih. Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar 
menjadi Sat.uan Pendidikan Nonformal; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4499) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 
Nomor 71, Tembahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5410); 

4. Undang-Undang Nomor '.2J Tah u n 2014 tentang 
Pernerint ahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah bcberapa kali terakhir derigan Undang-Undang 
Nomor 9 Tah un 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lcrnbaran Ncgnrn Rcpublik Indonesia Tahu n 
2014 Nomor 6, Tarnbuhun Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 549-+J; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pcndidikan Nasional (Lernbaran Negnra Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78. Tarubahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 430 l); 

J. Undang-Undang Nomor '27 Tahun l 950 tcntang Pcnetapan 
Undang-Undr ng Daru rat Nornor 3 Ta h u n 1953 ten tang 
Pernbcntukan Darrah Tingkat II Di Kaliman tan (Lernbaran 
Negara Rcpu hlik Indonesia Tall u n I q:-J Nom?r 9) SC'l>ag~i 
Undang-Undang [Lcmbaran Ncgnrn Rq)llh!1k Indonesia 
Tahu n 1959 Nomor 7 2. Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1 20): 

hHhWA. hcrdasarknn prrtirnhHn~An sebagairnana dimaksud e. 
dnlnrn huruf a, huruf h, dun huruf r, perlu rnenetapkan 
P<·rnturnn nupnti Sint:rng tcnrang Pcmbent ukan Susunan 
Or~;:misnsi clan THtA Kr1:iA Unit Pclaksana Teknis atuan 
Pcndidikun Nnnformal SnnAAnr Kegiat:-in Belajar pada Dinas 
Pcndidikan clan KchudH>'·mrn Kabupatcn Sintang. 

Mcngingat 



BABJl... 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerin tahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabu paten Sin tang. 
5. kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang. 
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sintang. 
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada jalur 
formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan. 

8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut 
Satuan PNF adalah Kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan program pendidikan nonformal, yang 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut 
program PNF adalah layanan pendidikan yang 
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat 
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia 
dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 
serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik. 

10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis 
operasional pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Sin tang; 

11. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal 
Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan 
PNF SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan nonformal. 

12. Kepala Satuan PNF SKB adalah Kepala UPT yang berbentuk 
Satuan PNF SKB yang merupakan jabatan non struktural. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam 
rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN 
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SINTANG 

MEMUTUSKAN: 

·'---· 
I-·- 

,-- .... 

Menetapkan 



(2) B_agan struktur organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana 
dirriaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
~~.rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan aI~1 

( 1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari: 
a. Kepala Satuan; 
b. Urusan Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 5 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

(3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata 
Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB. 

(2) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugasnya 
dibantu oleh Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

( 1) Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh Pejabat Fungsional 
Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai 
Kepala Satuan PNF yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
melalui Sekretaris Dinas. 

Pasal 4 

Satuan PNF SKB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yang dibentuk 
dalam rangka menyelenggarakan program PNF di wilayah 
kerjanya. 

Pasal 3 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sintang. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 



penyiapan bahan dan penyusunan konsep kebijakan teknis 
pengelolaan Satuan PNF SKB sebagai bahan pertimbangan 
atasan dalam penetapan kebijakan teknis· 

h. penyelenggaraan kegi t b I . ' 
lingkup bidan t a an e ajar dan mengajar pada g ugasnya; 

g. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Kepala Satuan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan kegiatan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. penyelenggaraan Program PNF; 
c. penyelenggaraan program percontohan pendidikan 

nonformal; 
d. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang 

pendidikan nonformal; 
e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan 

orang tua peserta didik dan masyarakat; 
f. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB alih fungsi SKB; 

Pasal 9 

Kepala Satuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) 
huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengelola Satuan 
PNF SKB. 

Pasal 8 

Bagian Ked ua 
Kepala Satuan 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Satuan PNF SKB mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan Program PNF; 
b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan 

nonformal; 
c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang 

pendidikan nonformal; 
d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan 

orang tua peserta didik dan masyarakat; 
e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB alih fungsi 

SKB; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 

tugas menyelenggarakan Satuan PNF SKB mempunyai 
Program PNF. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 



c. pemberian ... 

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huru~ b, mernpu nyai tugas melaksanakan penyusunan 
renc~a . kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian 
orgarusasi dan tatalaksana, administrasi umum k h ' rumah t , e umasan angga, perawatan prasarana dan sarana t ' 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan PNF ~~~ 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan t . 
Pasal 10 U ugas sebagaimana dimaksud dal 

, rusan Tata Usaha mempunyai fungsi· am 
a. penyusunan rencan . · 

tata usaha sebagai p~di~o~ai~lakkerJa dan jadw_al kegiatan 
b. penyelenggaraan k . P sanaan tugas, egiatan ad · · · kearsipan mmistras1 surat menyurat , perpustakaan kehu , kepegawaian keuan ' masan, keprotokolan 

penyusunan 'dokum gan, perlengkapan dan rumah tangga' 
menunjang pelaksanen plerer.icanaan dan pelaporan untuk 

aan <:egiatan Satuan PNF SKB· 
' 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Urusan Tata Usaha 

t. 

s. 

r. 

q. 

p. 
o. 

n. 

I. 

k. 

terciptanya j. 

i. pemberian bimbinga~,. pengendalian .. dan pengawasan 
terhadap tenaga pend1d1k dan kependidikan pada lingkup 
bidang tugasnya; 
pengelolaan saran a prasarana guna 
peningkHtan petavaoan: . 
pcmbcrian mouvasi unt\lk rnernbangkitkan dan 
mcnumbuhkan kernauan belajar masyarakat clalam rangka 
terciptanya masyarakat yang berpendidikan dalam wilayah 
kerjanva: 
pembaharuan program PNF dalarn rangka efektivitas dan 
efisicnsi program; 

m. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan 
belajar rnengajar dalam wilayah kerjanya; 
pengintegrasian dan penvelarasan kegiatan sektoral dalam 
rangka terwujudnya sinergi program-program Satuan PNF 
SKB lintas sektoral; 
pengelolaan urusan ketatausahaan, perbendaharaan dan 
rumah tangga Satuan PNF SKB; 
pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data sebagai 
bahan analisis kebijakan: 
pengelolaan data dan informasi kebijakan, teknis kegiatan 
belajar mengajar, pengelolaan sarana prasarana serta 
personil guna meningkatkan pemahaman tentang Satuan 
PNF SKB; 
pelaksanaan koordinasi dalarn unit kerja, antar unit kerja, 
dcngan lcmbaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait 
baik secara formal mau pun informal guna mencapai 
sinkronisasi pclaksanaan tugas; 
penyusunan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban 
kegiatan; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai bidang tugasnya guna tercapai tujuan organisasi. 



Pasal 15 ... 

Kepala Satuan .. PNF SKB dalam melal{sanal{an tugasnya 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 14 

BAB VI 
TATA KERJA 

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan 
fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban 
kerja. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. 

Pasal 13 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Satuan PNF SKB 
sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan 
keten tuan yang berlaku. 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

h. 

g. 

f. 

e. 

ct·. 

pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi 
pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan 
pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan 
kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai; 
pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan 
prasarana Satuan PNF SKB agar digunakan sesuai 
kebutuhan; 
pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna 
mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang; 
penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data yang 
berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan 
analisis; 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata 
Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kegiatan; dan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 
sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

c. 



(2) Pelaksanaan program kerja bcrdasarkan tugas dekonsentrasi 
dan t ugas pcmbantuan menjadi be ban Anggaran Pe ndap tan 
dan Belanja Negara. 

( l) Pelaksanaan program kerja berdasarkan ruga desentralisasi 
dibcl ankan pada Anggaran Pcndapaian dan f clanja Daerah 
Kabupatcn Sintang. 

Pasal 18 

BAB VII 
PEMBIAYMN 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

(3) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari 
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan 
bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis 
kepada bawahan. 

(2) Pimpinan satuan organisasi pada Satuan PNF SKB wajib 
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(1) Pimpinan satuan organisasi pada Satuan PNF SKB wajib 
mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan 
pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi 
pelaksanaan tugasnya. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan PNF SKB, 
Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam 
lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja 
lainnya sesuai dengan tugas pokoknya. 

Pasal 16 

Sub-sub 
pejabat 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam 
Kelompok yang masing-rnasing dipimpin oleh 
fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

Pasal 15 
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PaAAI 20 

Ht\BIX 
J..:ETE TUt\1 r PER LIE f 

(~) ~<·hag;-ii J r-runjuk pclnk-c na v~ng bclurn din r dan/a au 
bclum uku p d ia ur dalarn Prra rran H pa i int akan dia ur 
lr brh lanjut dengan Kcputu san Kcpala Dinas. 

l Pernbr-ntukan Su b-.s th kr-lompr k jatm an ungsionaJ 
ditr tnpk in lr+nh l,111Ju dcn~;1 Kcput uvan Kcpala Dinas 
lx-rd.isurk.m ju rnlnh , sif;11 wni~ dan twb;.,n kerja. ser a 
mr ngu .unnknn pr in sip org.-rni~tsi yan !i~1 :n, ·kkt1J dan 
I r 1 >r:--1nn.1l. 

( 11 Rincian tugas pada Sat uan PNF SKB diarur lebih laniut 
berdasurkun forruasl jabat,in y.-1ng ditctapkan dcngan 
Kepu tusan Kt'pala l nnas. 

PasaJ 19 

BAA vm 
KETENTUAN LAJN-LAlN 
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YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 17_:1 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

2018 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal llo A~P..\L 

...-· ,/' JAROT WINARNO 

r 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 16 APltlL 2018 

BUPATI SINT G, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 22 
( 



l'TJAROT WINARNO 

BUPATI SINTAN 

URUSAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA SATUAN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN SINTANG 

LAMPI RAN PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR : 3!J TAHUN 2018 
TANGGAL : [b ~ML. 2018 
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANJSASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN 
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN 
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYMN KABUPATEN SINTANG 


